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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Evaluasi Terhadap
Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Triwulan IV (Per 31
Desember 2025) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Ketapang, dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)
Triwulan IV Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Ketapang merupakan tindaklanjut dari Surat Bupati Ketapang
Nomor 16/BAPPEDA-E.000.7.5/2026 tentang Permintaan Laporan Evaluasi

Rencana Kerja Triwulan IV Tahun 2025.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Renja
berdasarkan realisasi DPA yang berisi pelaksanaan dan penyerapan anggaran
di tingkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama
periode Triwulan 1V Tahun 2025. Dengan adanya laporan evaluasi ini,
diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program, kegiatan dan
sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ketapang berdasarkan nilai presentase realisasinya dibandingkan
dengan nominal anggaran tahun berjalan. Selain itu, adanya laporan evaluasi ini
digunakan untuk mengetahui kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu

diambil pada evaluasi Renja di periode laporan berikutnya.

Kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada
banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan
penataan serta peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam mendorong terwujudnya tata
pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ketapang.

Ketapang, 31 Desember 2025

Kepala Dipasi:Pengnaman Modal dan Pelayanan
Terp&d atu Pintt\Kabupaten Ketapang,
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap
perangkat daerah diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil Renja
Perangkat Daerah yang telah disusun.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) mempunyai
kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah
dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi
pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan

untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan evaluasi
guna untuk mengetahui efektifitas dan konsistensinya. Evaluasi terhadap hasil
Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup
program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi
dan dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator
kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang
dihadapi.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk
memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan,
kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja dicapai,
serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah Kabupaten Ketapang.
Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.



1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada Triwulan Il Tahun

2025 ini adalah sebagai berikut:

a.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran



Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor
15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
2020 Nomor 15);

0. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3)

p. Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 43 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Ketapang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Evaluasi terhadap hasil renja tahun 2025 dimaksudkan untuk
menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran
berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengetahui tingkat
ketercapaiannya. Sementara itu, tujuan penyusunan laporan evaluasi terhadap
hasil Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Ketapang pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Mendeskripsikan evaluasi hasil renja tahun 2025 berdasarkan target-
target indikator yang tercantum dalam Renja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada
Triwulan IV Tahun 2025;

b. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan
pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka

mendukung capaian target kinerja tahunan sasaran.

c. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk
penyusunan perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada Triwulan berikutnya
dan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Renja tahun

berikutnya.



1.4. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Metode evaluasi renja perangkat daerah meliputi teknik pengumpulan

data, metode pengolahan dan analisis data.

a. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan formulir evaluasi
Renja yang akan diisi capaiannya oleh masing-masing unit kerja di

Perangkat Daerah.

. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dengan menghitung: (1) persentase capaian
kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara
realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Perangkat Daerah;
(2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara
realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam
APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala

nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan

Interval Nilai Evaluasi

No. Status

s/d TW | s/d TW I s/d TW I s/d TW IV
1. 23 % <100 % |46 % <100 % | 68 % <100% |91% <100% | Sangat Tinggi (ST)
2. 19%<22% | 38%<45% | 57 % <67% | 76% <90% Tinggi (T)
3. 17 % <18 % 33%<37% | 50% <56% | 66% <75% Sedang (S)
4, 14%<16% | 26%<32% | 39% <49% | 51% <65% Rendah (R)
5. <13 % <25% < 38% <50% Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja

suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah
memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan
penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian

telah memenuhi persyaratan minimal.



3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja
yang diharapkan.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi
kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis
permasalahan yang hadapi perangkat daerah dalam pencapaian

target Renja Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Triwulan IV Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Ketapang terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan

metode evaluasi renja perangkat daerah, dan sistematika.

Bab Il Muatan Renja dan Konsistensi Antar Dokumen.

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran renja, konsistensi antara
program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Bab lll Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah.

Bab ini berisi tentang capaian kinerja sasaran, capaian Kkinerja
program, capaian kinerja kegiatan, capaian kinerja sub kegiatan, dan

penyerapan anggaran.

Bab IV Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja.

Bab ini berisi tentang faktor pendorong yang mendorong tercapainya
suatu target, dan faktor penghambat yang menghambat tercapainya

suatu target kinerja program prioritas.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut.

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut yang
diperlukan dalam triwulan berikutnya dengan usulan tindakan yang
diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan

tercapainya sasaran pembangunan tahunan.



BAB Il
MUATAN RENJA DAN KONSISTENSI
ANTAR DOKUMEN

2.1. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
menangani isu strategis yang dihadapi. Adapun tujuan Renja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 adalah Meningkatkan
Realisasi Investasi ( PMA / PMDN )

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan
secaraterukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Adapun sasaran Renja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 adalah

sebagai berikut:
a. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
b. Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan

c. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adapun rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Renja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:



Tabel 2. 1 Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Ketapang
. .. Target Kinerja
No. Tujuan Sasaran I'?S!E:;c;rSaK;gre;]na Satuan Tujuan/Sasaran
J Tahun 2025
Terwujudnya Iklim Investasi Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Persentase Peningkatan % 1
yang Kompetitif Investasi
Meningkatnya Pelayanan Publik Nilai Realisasi Investasi Triliun Rupiah 8.687
Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 99,70

Terhadap Layanan Perizinan




2.2. Konsistensi antara program, kegiatan, dan sub kegiatan

Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam
satu kesatuan dan merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan yang erat
dan bersifat realistis, tepat sasaran dan konsisten. Kesesuaian antara dokumen
perencanaan dan pengaggaran sangatlah penting. Hal ini diharapkan akan
mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan Kkinerja
pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan keuangan dan
pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah.
Ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran akan
mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam APBD
sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tidak optimal dan

mengakibatkan pemborosan anggaran.

Untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perencanaan dan
penganggaran Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan analisis terhadap
konsistensi program, kegiatan, indikator, target dan alokasi pendanaan indikatif
pada Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Renstra tahun 2021-2026,
RKPD 2025, dan DPA tahun 2025, sebagai berikut.



Tabel 2. 2 Konsistensi Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra, RKPD, dan DPA

SKPD

: . . Renstra
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerlntaha_n/Program/Keglatan/Sub Periode 2021- RKPD Tahun DPA Tahun Keterangan
Kegiatan (Renja) 2026 2025 2025
> URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN N N N
DENGAN PALAYANAN DASAR
218 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL N J N
218.01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH N N N
218.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah N N N
218.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah N N N
2 18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD N N N
218.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD N N N
2 18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA — SKPD N N N
2 18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA — SKPD N N N
2 18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar N N N
Realisasi Kinerja SKPD
218.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah N N N
218.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah N N N
218.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN N N N
218.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan N N N

10




Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.18.01.2.02.0005 J J g
2 18.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan J J y
218.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / J J J
Semesteran
218.01.2.02.000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran J J J
218.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkatan Daerah J N N
218.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai J J N
2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pekaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya N J J
2.18.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian J J y
218.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan J ) ;
2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan J J J
218.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah J ; ;
218.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor J J J
2 18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor J N y
2 18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan J N ;
2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan J J J
2 18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD J N ;
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Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

2.18.01.2.07 V v l
Daerah

2 18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan N N N

2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel N N N

2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan N N N
Lainya

218.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau N N N
Bangunan Lainnya

218.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah N N N

2 18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat N N N

2 18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik N N N

2 18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor N N N

2 18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan N N N
Pemerintah Daerah

218.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak N N N
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2 18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan N N N
Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2 18.01.2.09.0009 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya N N N

218.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau N N N

Bangunan Lainnya
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2.18.01.2.09.0011

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

2.18.02

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

2.18.02.2.01

Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman

Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

2.18.02.2.01.0001

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemebrian Fasilitas / Insentif

dan Kemudahan Penanaman Modal

2.18.02.2.01.02

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

2.18.02.2.01.0003

Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota

Perubahan Nomenklatrur sesuai
Kepmendagri No. 900.1.15.5 —
1317 tahun 2023.

2.18.02.2.02

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota

2.18.02.2.02.0001

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah Kabupaten /
Kota

2.18.02.2.02.0004

Penyusunan Peta Potensi dan Peluang usaha Kabupaten / Kota

2.18.03

PROMOSI PENANAMAN MODAL

2.18.03.2.01

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

2.18.03.2.01.0002

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /
Kota
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2.18.02.2.01.0003

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan

Kabupaten / Kota

2.18.04

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

2.18.04.2.01

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten / Kota

2.18.04.2.01.01

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegritas Secara Elektronik

2.18.04.2.01.02

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan

Penanaman Modal

2.18.04.2.01.03

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

2.18.04.2.01.0005

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif

Daerah

2.18.04.2.01.0006

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui system Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.

Perubahan Nomenklatrur sesuai
Kepmendagri No. 900.1.15.5 —
1317 tahun 2023.

2.18.04.2.01.0007

Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko

Perubahan Nomenklatrur sesuai
Kepmendagri No. 900.1.15.5 —
1317 tahun 2023.

2.18.04.2.01.0008

Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko.

Perubahan Nomenklatrur sesuai
Kepmendagri No. 900.1.15.5 —
1317 tahun 2023.
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2.18.05

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

2.18.05.2.01

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

2.18.05.2.01.01

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman
Modal

2.18.05.2.01.0004

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha

dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Perubahan Nomenklatrur sesuai
Kepmendagri No. 900.1.15.5 —
1317 tahun 2023

2.18.05.2.01.02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

2.18.05.2.01.0005

Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Perubahan Nomenklatrur sesuai
Kepmendagri No. 900.1.15.5 —
1317 tahun 2023

2.18.05.2.01.03

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal

2.18.05.2.01.0006

Pengawasan Penanaman Modal

Perubahan Nomenklatrur sesuai
Kepmendagri No. 900.1.15.5 —
1317 tahun 2023

2.18.06

PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN
MODAL

2.18.06.2.01.

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang

Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
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Pengelohan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan N

2.18.06.2.01.01 X X
dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

2 18.06.2.01.0002 Pengelohan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan X N N Perubahan Nomenklatrur sesuai
dan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Kepmendagri No. 900.1.15.5 —
Elektronik 1317 tahun 2023

Keterangan: v = Konsisten; X = Tidak konsisten
Tabel 2. 3 Konsistensi Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra, RKPD, dan DPA
Urusan/Bidang Urusan Renstra
Kode Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Periode 2021- REPID TElum L Keterangan
) 2025 2025
(Renja) 2026

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PALAYANAN DASAR

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN
MODAL

2.18.01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | Jumlah Dokumen Perencanaan \ \ \
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat | Jumlah Dokumen Perencanaan
Daerah Perangkat Daerah
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2.18.01.2.01.0002

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA -
SKPD

2.18.01.2.01.0003

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

2.18.01.2.01.0004

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA -
SKPD

2.18.01.2.01.0005

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA
— SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD

2.18.01.2.01.0006

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Laporan
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Capaian Kinerja dan Ihktisar

Realisasi Kinerja SKPD

2.18.01.2.01.0007

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

2.18.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.18.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang menerima

Gaji dan Tunjangan ASN

2.18.01.2.02.0003

Penataausahaan dan

Verifikasi Keuangan SKPD

Pelaksanaan Pengujian /

2.18.01.2.02.0005

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.18.01.2.02.0006

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan

Pemeriksaan

2.18.01.2.02.0007

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan / Triwulan / Semesteran

Jumlah  Laporan Keuangan
Bulanan / Triwulan / Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan / Triwulan / Semesteran

SKPD.
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2.18.01.2.02.000

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis

Realisasi Anggaran

2.18.01.2.05

Administrasi Kepegawaian Perangkatan Daerah

2.18.01.2.05.0001

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah Unit Peningkatan Sarana

dan Prasarana Disiplin Pegawai

2.18.01.2.05.0002

Pengadaan Pekaian Dinas Beserta  Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas

Beserta Atribut Kelengkapannya

2.18.01.2.05.0003

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan
dan Pengolahan Administrasi

Kepegawaian

2.18.01.2.05.0010

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang

— undangan

2.18.01.2.05.0011

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan

2.18.01.2.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.18.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor

Paket

Listrik / Penerangan

yang

Jumlah Komponen
Instalasi
Bangunan Kantor

disediakan.
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2.18.01.2.06.0004

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik

Kantor yang disediakan

2.18.01.2.06.0005

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan

dan Penggandaan yang
disediakan.
2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | -
undangan
2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Laporan
SKPD Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.18.01.2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

2.18.01.2.07.0002

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

yang disediakan

2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Yang
Disedikan.
2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | Jumlah  Unit Sarana dan
Bangunan Lainya Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan
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2.18.01.2.07.0011

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah  Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

yang Disediakan.

2.18.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

2.18.01.2.08.0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat.

2.18.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik Yang Disediakan.

2.18.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor

yang Disediakan.

2.18.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

2.18.01.2.09.0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan

dibayarkan pajaknya.

2.18.01.2.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan

Jumlah Kendaraan Dinas
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dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan

Operasional atau Lapangan
yang dipelihara dan dibayarkan

pajak dan perizinannya

2.18.01.2.09.0009

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

dan

yang

Jumlah Gedung Kantor
Bangunan Lainnya

Dipelihara / Direhabilitasi.

2.18.01.2.09.0010

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Dipelihara /

Direhabilitasi

2.18.01.2.09.0011

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya yang
Dipelihara / Direhabilitasi
2.18.02 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang
Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten / Kota
2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemebrian | Jumlah Peraturan Daerah /
Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Propinsi  dalam  pemberian
Fasilitas  / Insentif  dan

Kemudahan Penanaman Modal
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2.18.02.2.01.0003

Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten / Kota

Jumlah Kesepakatan Kemitraan
antara Usaha Besar ( PMA /
PMDN ) dengan UMKM di

Daerah

Perubahan
Nomenklatrur
sesuai
Kepmendagri
No. 900.1.15.5
— 1317 tahun
2023

2.18.02.2.02

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota

2.18.02.2.02.0001

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

daerah Kabupaten / Kota

Jumlah Peraturan Daerah (
Perda ) Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah

Kabupaten / Kota

2.18.02.2.02.0004

Penyusunan Peta Potensi dan Peluang usaha

Kabupaten / Kota

Jumlah Dokumen Peta Potensi

Investasi Kabupaten / Kota

2.18.03

PROMOSI PENANAMAN MODAL

2.18.03.2.01

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang

Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

2.18.03.2.01.0002

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Daerah Kabupaten / Kota

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan
Promosi Penanaman Modal

Kabupaten / Kota

2.18.02.2.01.0003

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Jumlah Dokumen Strategi
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Kewenangan Kabupaten / Kota

Promosi Penanaman Modal

Kabupaten / Kota

2.18.04

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

2.18.04.2.01

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /
Kota

2.18.04.2.01.0005

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan

Perubahan

Fasilitas / Insentif Daerah Sinkronisasi Penetapan Nomenklatrur
Pemberian Fasilitas / Insentif sesuai
yang menjadi kewenangan Kepmendagri
Kabupaten / Kota No. 900.1.15.5
— 1317 tahun
2023
2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui | Jumlah Pelaku Usaha yang Perubahan

system Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Mendapatkan Pelayanan Nomenklatrur
Terintegrasi secara Elektronik. Perizinan Berusaha Melalui sesuai
Sistem  Perizinan Berusaha Kepmendagri
Berbasis Risiko Terintegrasi No. 900.1.15.5
Secara Elektronik — 1317 tahun
2023
2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi | Jumlah Pelaku Usaha yang Perubahan
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Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Memperoleh Layanan Konsultasi

Nomenklatrur

Perizinan  Berusaha Melalui sesuai
Sistem  Perizinan Berusaha Kepmendagri
Berbasis Risiko Terintegrasi No. 900.1.15.5
Secara Elektronik — 1317 tahun
2023
2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di | Jumlah Kegiatan Usaha yang Perubahan

Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

mendapat pemantauan, analisis,

Nomenklatrur

evaluasi dan pelaporan di sesuai
Bidang perizinan berusaha Kepmendagri
berbasis risiko lintas daerah No. 900.1.15.5
kabupaten / kota bagi kegiatan — 1317 tahun
usaha dari pelaku usaha. 2023
2.18.05 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang | Jumlah Penyelesaian Perubahan

dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan

Usahanya

Permasalahan dan hambatan
yang dihadapi pelaku usaha
dalam merealisasikan kegiatan

Usahanya

Nomenklatrur
sesuai
Kepmendagri
No. 900.1.15.5
— 1317 tahun
2023
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2.18.05.2.01.0005

Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Jumlah Pelaku wusaha yang

mengikuti Bimbingan Teknis /

Perubahan

Nomenklatrur

Sosialisasi Implementasi sesuai
Perizinan berusaha berbasis Kepmendagri
risiko dan pengawasan perizinan No. 900.1.15.5
berusaha berbasis risiko — 1317 tahun
2023
2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Perubahan

Pelaku Usaha vyang telah

Nomenklatrur

dianalisadan diverifikasi data, sesuai
profil dan informasi kegiatan Kepmendagri
usaha dari pelaku dilakukan No. 900.1.15.5
inspeksi lapangan; serta — 1317 tahun
dilakukan evaluasi Penilaian 2023
Kepatuhan Pelaksanaan
Perizinan Berusaha.
2.18.06 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL
2.18.06.2.01. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota
2.18.06.2.01.0002 Pengelohan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan | Jumlah Data dan Informasi Perubahan

Perizinan Berbasis Sistem

Nomenklatrur
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Informasi Perizinan dan Berbasis Sistem Pelayanan | Pelayanan Perizinan Berusaha sesuai
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Terintegrasi secara  Elektronik Kepmendagri
yang diolah, di kaji dan No. 900.1.15.5
dimanfaatkan. — 1317 tahun

2023

Keterangan: vV = Konsisten; X = Tidak konsisten

Tabel 2. 4 Konsistensi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja dengan Renstra, RKPD, dan DPA

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renjzaogzhun Per?cz%%ggﬂ- RKPEO'zl'ghun ng&%hun Keterangan
1 Jumlah Program 6 6 6 6
2 Jumlah Kegiatan 13 13 13 13
3 Jumlah Sub Kegiatan 40 40 40 40
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BAB Il
CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT
DAERAH

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah merupakan gambaran atas
evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya
sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra
Perangkat Daerah. Target kinerja dimaksud menunjukan nilai kualitatif maupun
kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran
strategis maupun tingkat program, kegiatan dan sub kegiatan, dan merupakan
pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan

setiap akhir periode pelaksanaan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah menggunakan evaluasi realisasi
DPA-Perangkat Daerah. Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah
Triwulan | sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran merupakan bahan
evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disertai
dengan predikat kinerja dengan skala Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S),
Rendah (R), dan Sangat Rendah (SR). Adapun analisis capaian kinerja dilakukan
terhadap capaian kinerja sasaran, program, kegiatan, subkegiatan beserta

penyerapan anggaran.

3.1. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran merupakan analisis terhadap realisasi target
kinerja IKU Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renja berdasarkan Renstra

PD. Adapun hasil analisisnya, yaitu sebagai berikut:
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Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Sasaran

Target Kinerja Tingkat
. Indikator Kinerja Sasaran Tahun | Realisasi Tahun | Capaian | Kategori Kinerja
Mek e SERETE! Sasaran SEE 2025 2025 Kinerja (Status) S
2025 (%)

1) (2 3 4) ®) (6) (M (8) 9 (10)
Terwujudnya Iklim L. Meningkatnya Persentase % 1 - - - Data tersedia
Investasi yang Realisasi Peningkatan pada bulan akhir
Kompetitif Penanaman Investasi 2025 (desember)

Modal Nilai Realisasi Triliun 8.687
P. Meningkatnya Investasi Rupiah - - -
Pelayanan Indeks Kepuasan
Publik Masyarakat Nilai 99,70 99,90 100,20% Sangat Tinggi
terhadap Layanan
Perizinan
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Sasaran Renja PD yang sesuai dengan Renstra terdiri dari 2 (dua)
sasaran. Adapun realisasi target sasaran tersebut belum dapat dianalisis

disebabkan oleh data kinerja baru tersedia pada akhir tahun.

3.2. Capaian Kinerja Program dan Anggaran

Capaian kinerja program dan anggaran merupakan analisis terhadap
realisasi target program dan tingkat penyerapan anggaran sesuai dengan
dokumen Renja PD tahun 2025 Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
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Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Program dan Anggaran

Target Renstra o o Realisasi Kinerja Pada Triwuian ) : Realisasi Kinerja dan )
Program/Kegiatan/Sub (outcomes)/ Kegiatan pada Tahun 2026 i nggaran Remja dan Anggaran Renja PD L perangkat daerah s/d i 5 . ¥ j
No Sasaran 5 3 P perangkat daerahs.d. | PD Tahun berjalan yang 9 A Anggaran 5 Anggaran Renstra Penjelasan Renja 2025  |Renstras/d 2025
kegiatan (output)/Sub Kegiatan | (Akhir Periode Renstra ; 3 N 1 g hiig v yang Dievaluasi ) tahun 2025 (Akhir Tahun
Renja PD Tahun dievaluasi Renja PD Tahun 5 perangkat daerah s/d (SR, R,S, T,ST) | (SR,R,S, T,ST)
(output) perangkat) Lalu(2024) (2025) (2025) 2025 (%) Pelaksanaan Renja PD Th2025 (%)
daerah) Tahun 2025)
5 6 7 8 9 10 11 12a=8+9+10+11 12b=12a/7 X100% 13=6+12a 14=13/5X100% 17 18
L L } - ) e mow | k] mow [ k] mom [k | mw |k [ wew [ k] e | k] mew | k[ rem [ ke [ ke | ke ] f k] ke,
PROGRAM PENUNJANG Persentase Penunjang urusan
11 URUSAN PEMERINTAHAN | Pemerintahan yang terpenuhi | 100 | 29,731,900.00 | 85| 7,532,473.28 | 85| 6,759,716.59 18.17 | 1,079,606.37 | 26.61 | 1,191,272.20 | 55.60| 2,031,952.49 | 3996 | 2,057,749.08 | 140.34 | 6,258,814.17 |165.10% | 92.59% 113 13,791,287 | 112.67% | 46.39% ST ST ST SR
DAERAH KABUPATEN/KOTA |sesuai standar
PENGEMBANGAN IKLIM Peraturan tentang
12 PENANAMAN MODAL kemudahan berinvestasi yang| 100 | 1,740,580.81 | 100 | 497,166.00 | 100 | 136,313.80 = 18,313.40 = 16,817.20 5 29,557.98 | 25.00 65,827.76 100/ 130,516.34 | 100% | 95.75% 100 627,682 | 100% | 36.06% ST ST ST SR
disahkan
PROMOSI PENANAMAN Persentase Peningkatan
13 MODAL kerjasarma Promosi Investasi | 100 | 6,285430.69 | 100 | 3,692,064.15 | 100 | 447,704.37 25| 13,257.50 25 3366690 50| 257,020.73 | - 130,725.15 100) 434,670.28 | 100% | 97.09% | 100 4,126,734 | 100% | 65.66% ST ST ST T
antar Perangkat Daerah
PELAYANAN PENANAMAN | Persentase Kepuasan antara
14 MODAL masyarakat dengan 100 | 3,988,831.02 | 100 | 660,000.00 | 100 | 382,256.67 9.59 56,940.90 | 9.59 33,776.23 | 4284 108,/480.45 | 37.98| 180,204.33 100 | 379,/401.90 | 100% | 99.25% | 100 1,039,402 | 100% | 26.06% ST ST ST SR
Pelayanan Modal
PENGENDALIAN 1.Persentase Metode dan
15 PELAKSANAAN PENANAMAN (Sistem PerhitunganPMAdan | 100 | 2,175,726.01 | 100 | 686,106,00 | 100 | 342,371.31 | 28.95 13,155.00 | 3158 24,265.00 | 3158 | 103,721.63 | 7.89 | 199,780.49 100 | 340,922.11 | 100% | 99.58% | 100 1,027,028 | 100% | 47.20% ST ST ST SR
MODAL PMDN yang
2, Persentase Peningkatan
Perusahaan yang melaporkan
LKPM secara Berkala 0 o
PENGELOLAAN DATADAN | Persentase Keterpaduan
SISTEM INFORMAST antara Pengelolaan Data dan ) : o e 0
1.6 PENANAMAN MODAL T e S 100 | 725,242.00 | 100 140,000,00 | 100 74,344.90 21,872.00 | 50.00 7,805.00 | 50.00 23,181.37 21,315.67 100 74,174.04 | 100% | 99.77% 100 214,174 | 100% | 29.53% ST ST ST SR
Modal
Rata-rata Capaian Kinerja PROGRAM (%) | 110.85%| 97.34% 102.11%| 41.82% ST ST ST SR
Predikat Kinerja PROGRAM ST ST ST SR ST ST ST ST
Tindak Lanjut yeng diperlukan dalam Renja SKPD berkuinya ")

Keterangan: Sangat Tinggi (ST); Tinggi (T); Sedang (S); Rendah (R); Sangat Rendah (SR)
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Program Renja PD terdiri dari 6 (Enam). Program pertama, memiliki
tingkat realisasi yaitu sebesar 92,59% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST)
sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar Rp 6.258.814.170.
Kondisi ini mencerminkan bahwa kegiatan telah berjalan secara optimal,
terutama pada kegiatan utama dengan bobot besar dan serapan anggaran tinggi.
Kesesuaian antara progres fisik dan keuangan menunjukkan manajemen

pelaksanaan yang efektif dan tepat waktu.

Program kedua, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 95,75% dengan
predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) sementara tingkat penyerapan anggarannya,
yaitu sebesar Rp 130.516.340. Terjadi peningkatan signifikan pada penyerapan
anggaran di Triwulan IV. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelaksanaan
program dilakukan pada triwulan VI, seperti pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi,

atau penyusunan regulasi teknis sudah dilakukan dengan optimal.

Program ketiga, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 97,09% dengan
predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) sementara tingkat penyerapan anggarannya,
yaitu sebesar Rp 434.670.280. Realisasi fisik yang cukup tinggi ini diperoleh dari
kegiatan-kegiatan promosi penanaman modal. Serapan anggaran sudah

meningkat seiring pelaksanaan kegiatan lanjutan.

Program keempat, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 99,25% dengan
predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) sementara tingkat penyerapan anggarannya,
yaitu sebesar Rp 379.401.90. Kegiatan pelayanan berjalan cukup baik dan
menunjukkan output fisik yang tinggi. Nilai anggaran yang terserap sudah
tergolong tinggi, menandakan banyak kegiatan yang sudah diimplementasikan

penuh.

Program kelima, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 99,58% dengan
predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) sementara tingkat penyerapan anggarannya,
yaitu sebesar Rp 340.922.11. Program ini menunjukkan keseimbangan antara
pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran. Realisasi kegiatan berjalan sesuai

target fisik.

Program keenam, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 99,77% dengan
predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) sementara tingkat penyerapan anggarannya,
yaitu sebesar Rp 74.174.040. Program ini telah menunjukkan realisasi fisik tinggi
dengan penyerapan anggaran maksimal. Hal ini menandakan bahwa

pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi sudah berjalan aktif.

Adapun rata-rata capaian kinerja program, yaitu 110.85% dengan rat-rata

realisasi anggaran 97,34%. Secara umum pada Triwulan VI menunjukkan
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peningkatan yang baik, serapan anggaran sudah dilakukan dengan optimal

dengan target kinerja yang maksimal.

3.3. Capaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran

Capaian kinerja kegiatan dan anggaran merupakan analisis terhadap
realisasi target kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan Renja PD
tahun 2025 Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran

Target Renstra - . - Realisasi Kinerja Pada Triwulan . Realisasi Kinerja dan . .
Indikator Kinerja Program perangkat daerah nga Ils_as:!Caprlan T:rgelKlne';]aA‘ian Realisasi Capaian Kinerja mﬁn_gkﬂatc;pal:n n Anggaran Renstra KiTm_gk::C;pall?n q Status Kinerj Status Kinerj
Program/Kegiatan/Sub (outcomes)/ Kegiatan pada Tahun 2026 i) nggaran‘ EL dan Anggaran Renja PD perinin Rea s perangkat daerah s/d nena can ean s . s neria Adecg)
No Sasaran 5 5 A 5 perangkat daerahs.d. | PD Tahun berjalan yang 9 A Anggaran 5 Anggaran Renstra Penjelasan Renja 2025 |Renstras/d 2025
kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra 4 = a I hid pitg v yang Dievaluasi B tahun 2025 (Akhir Tahun
Renja PD Tahun dievaluasi Renja PD Tahun a perangkat daerah s/d (SR,R,S, T,ST) | (SR,R,S, T, ST)
(output) perangkat) Lalu (2024) (2025) (2025) 2025 (%) Pelaksanaan Renja PD Th2025 (%)
daerah) " Tahun 2025) o
5 6 7 8 9 10 i1 12a=8+9+10+11 | 12b=12a/7 X100% 13=6+12a 14=13/5X100% 7 18
i 2 3 : 4 1« mecoooy | k| Recooo) | K] Reco00) kK | moo) | k| reoon) | k| reon) | k| mewom | k| moo | k] wm | k.| moo | k] r | ¢ kK | r | k| ro
P
111 a0 Eyates e Penganggaran, dan Evaluasi | 100 | 389000,00 | 100 | 106,000.00 | 100 | 69,159.11 |  9.09 3,975.00 | 1818 | 13,7725 | 4545| 24,088.87 | 27.27| 25847.31| 100 |  67,683.34 | 100% |97.87% | 100 173,683 | 100.00% | 44.65% sT | st | sT | s
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
yang terpenuhi
i i Pelaporan
112 CEBEERD pifks 100 | 22,094,00000 | 100 | 4,616,000.00 | 100 | 5000,116.70 |  94.12 844,907.93 | 94.12 | 1,029,562.35 | 94.12| 1,565191.28 | 100 | 1,099,217.13 | 100.00 | 4,522,480.41 100.00% | 90.45% | 100 | 9,138,480 | 100.00% | 41.36% sT | sT | sT | SR
Modal dan Pelayanan terpadu
Satu Pintu
113 Daerah inistrasi 100 | 697,000.00 | 100 |  86,060.00 | 100 5,000.00 - - - | 100 4,901.51 100 490151 | 100% | 98.03% | 100 90,962 |100.00% | 13.05% sT | st | sT | SR
Perangkat Daerah
114 gkat Daerah Umum| 100 | 1,285,000.00 | 100 | 707,979.00 | 100 | 404,158.78 | 16.67 |  78,872.40 | 16.67 |  66,923.22 | 6667 | 10151991 | - 156,545.87 | 100.00 | 403,861.40 |100.00% | 99.93% | 100 [ 1,111,840 [100.00% | 86.52% sT | st | sT T
Perangkat Daerah
\gadaan Barang Milik g
115 P 100 | 2,180,000.00 | 100 | 498,416.28 | 100 | 304,230.00 - | s0.00 4,230.00 - | s000| 299,367.00| 100 303,597.00 | 100% |99.79% | 100 802,013 | 100.00% | 36.79% sT | sT | sT | s
jang
Daerah
Jasa Jasa
116 Urusan Pemerintah Daerah | Penunjang Urusan 100 | 2,195000.00 | 100 | 601,918.00 | 100 | 561,297.98 - 130,881.04 | - 59,495.47 | 100| 186,877.53 | - 167,978.23 100 | 54523228 | 100% | 97.14% | 100 | 1,147,150 |100.00% | 52.26% st | st | sT R
Pemerintah Daerah
Barang Milik i
117 Dacah Pe;:?::? Srs B‘”"?M"'Sr'::;;a" 100 | 891,900.00 | 100 | 916,100.00 | 100 | 415754.01 7.32| 2097000 | 7.32| 17,289.00 | 8293| 154,274.90 | 2.44 | 303,892.03 100 | 411,058.25 | 100% | 98.87% | 100 | 1,327,158 | 100.00% | 148.80% ST | ST | sT | sT
jang
Pemerintah Daerah
Penetapan Pemberian|Persentase Penetapan
Fasilitas / Insentif Di Bidang|Pemberian Fasilitas / Insentif|
124 Penanaman Modal ~Yang|di Bidang Penanaman Modal | 100 | 650,580.81 | 100 | 139,000.00 | 100 |  50,615.40 - 7,088.40 | - 10,447.20 | 100 |  21,645.26 | - 9,769.96 100|  48,950.82 | 100% | 96.71% | 100 187,951 (100.00% | 28.89% sT | st | sT | SR
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten / Kota
Peta Potensi Peta _ _ " " )
122 e e e 100 | 1,090,000.00 | 100 | 358,166.00 | 100 |  85,698.40 11,225.00 637000 | 50 791272 | 50|  56,057.80 100 | 8156552 | 100% | 95.18% | 100 439,732 | 100.00% | 40.34% sT | sT | sT | SR
Promosi
131 Penanaman Modal Yang _|Promosi PenanamanModal | 40 | 6 2g5,430.60 | 100 | 3,692,064.15 | 100 | 447,704.37 25| 13,257.50 25| 3366690 | 50| 257,020.73 | - 130,725.15 100 | 43467028 | 100% | 97.09% | 100 | 4,126,734 |100.00% | 65.66% sT | st | sT T
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten / Kota
y: Perizinan dan Non Y.
Perizinan Secara Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
141 :::;:::::";:’;’aw [T E R D 100 | 3,988,831.02 | 100 | 660,000.00 | 100 | 382,256.67 959 5694090 | 9.59|  33,776.23 | 42.84| 108,480.45 | 3798 | 180,204.33 100 | 37940190 | 100% | 99.25% | 100 | 1,039,402 |100.00% | 26.06% st | st | sT | s
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten / Kota
151 praman o ang 100 | 2,175726.01 | 100 | 686,106.00 | 100 | 342,371.31 | 28.95| 13,155.00 | 31.58 |  24,265.00 | 3158| 103,721.63 | 7.89 | 199,780.49 100 | 34092211 | 100% | 99.58% | 100 | 1,027,028 |100.00% | 47.20% sT | st | st | SR
Menjadi Kewenangan Daerah |Modal
Kabupaten / Kota
Pengelolaan Data dan Persentase Pengelolaan Data
Informasi Perizinan dan Non |dan Informasi Perizinan dan
Perizinan Yang Terintegrasi |Non Perizinan yang _ _ o
161 e Pty e L 100 | 72524200 | 100 | 140,000.00 | 100 |  74,344.90 21,872.00 | 50.00 7,805.00 | 5000 |  23,181.37 21,315.67 100(  74,174.04 | 100% | 99.77% | 100 214,174 | 100.00% | 29.53% sT | st | sT | SR
Kabupaten / Kota Daerah Kabupaten / Kota
Rata-rata Capaian Kinerja KEGIATAN (%) | 100.00%| 96.57%) [100.00% [ 46.40% ST | st | st | SR
Predikat Kinerja KEGIATAN | ST st ST SR ST | st | st | st

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :*)

Keterangan: Sangat Tinggi (ST); Tinggi (T); Sedang (S); Rendah (R); Sangat Rendah (SR)
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Kegiatan Renja PD terdiri dari 13 (Tiga Belas). Kegiatan pertama, memiliki
tingkat realisasi yaitu sebesar 97,87% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi
(ST). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar Rp 67.683.340.
Kegiatan ini menunjukkan penyerapan anggaran tertinggi, yang tercermin dalam

capaian fisik secara proporsional.

Kegiatan kedua, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 90,45% dengan
predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Sementara tingkat penyerapan
anggarannya, yaitu sebesar Rp 4.552.480.410. Capaian ini menunjukkan
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan berjalan dengan sangat
baik. Realisasi anggaran yang tinggi dan output fisik yang optimal menunjukkan

efisiensi kinerja perangkat pengelola anggaran.

Kegiatan ketiga, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 98,03% dengan
predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Sementara tingkat penyerapan
anggarannya, yaitu sebesar Rp 4.901.510. Kegiatan menunjukkan kemajuan

pada Triwulan VI.

Kegiatan keempat, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 99,93% dengan
predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Sementara tingkat penyerapan
anggarannya, vyaitu sebesar Rp 403.861.400. Pelaksanaan kegiatan ini
menunjukkan konsistensi capaian antara fisik dan anggaran, mencerminkan

manajemen tata usaha yang berjalan efektif dan efisien.

Kegiatan kelima, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 99,79% dengan
predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Sementara tingkat penyerapan
anggarannya, yaitu sebesar Rp 303.597.000. Kegiatan ini terlaksana atau

terealisasi secara maksimal di triwulan ke V.

Kegiatan keenam, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 97,1% dengan
predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Sementara tingkat penyerapan
anggarannya, yaitu sebesar Rp 545.232.28. Kegiatan ini mencerminkan sudah

berjalan dan penyerapan anggaran yang tinggi.

Kegiatan ketujuh, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 98,87% dengan
predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Sementara tingkat penyerapan
anggarannya, yaitu sebesar Rp 411.058.250. Tingkat realisasi fisik dan
keuangan cukup seimbang, namun masih perlu ditingkatkan agar target tahunan

tercapai.

Kegiatan kedelapan, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 96,71%
dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Sementara tingkat penyerapan
anggarannya, yaitu sebesar Rp 48.950.820. Kegiatan menunjukkan progress
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maksimal di triwulan ke 1V, sehingga target capaian akhir tahun dapat terpenuhi.

Kegiatan kesembilan, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 95,18%
dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Sementara tingkat penyerapan
anggarannya, yaitu sebesar Rp 81.565.520. Kegiatan ini sudah di optimalkan

capian akhir tahun.

Kegiatan kesepuluh, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 97,09%
dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Sementara tingkat penyerapan
anggarannya, yaitu sebesar Rp 434.670.280. Pada kegiatan ini terlihat
peningkatan yang sangat tinggi pada triwulan ke VI disbanding triwulan Il
Kegiatan promosi sudah dilakukan dengan aktif sehingga dapat tercapainya

target diakhir tahun.

Kegiatan kesebelas, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 99,25%
dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Sementara tingkat penyerapan
anggarannya, yaitu sebesar Rp 379.401.900. Peningkatan pada kegiatan ini
sangat tinggi pada triwulan VI, percepatan untuk pemerataan kegiatan sudah

tercapai di akhir tahun.

Kegiatan kedua belas, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 99,58%
dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Sementara tingkat penyerapan
anggarannya, yaitu sebesar Rp 340.922.110. Pelaksanaan monitoring dan
pengendalian realisasi investasi telah dilakukan. Capaian ini mencerminkan

upaya peningkatan kepatuhan pelaporan oleh pelaku usaha.

Kegiatan ketiga belas, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 99,77%
dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Sementara tingkat penyerapan
anggarannya, Yyaitu sebesar Rp 74.174.040. Kegiatan penguatan sistem
informasi dan pelaporan berjalan baik, meskipun anggaran yang terserap relatif
kecil. Hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran berbasis digitalisasi

layanan.

Adapun rata-rata capaian kinerja kegiatan, yaitu 100% dengan rPata-rata
realisasi anggaran 96,57%. Pada Triwulan VI Tahun 2025, capaian pelaksanaan
Renja DPMPTSP bidang Penanaman Modal mengalami peningkatan signifikan,
khususnya dalam realisasi anggaran. Secara umum, kegiatan-kegiatan strategis
seperti pelayanan, promosi, pengendalian, dan pengelolaan data telah berjalan
aktif dan terukur. Predikat Sangat Tinggi (ST) masih dapat dipertahankan.
Sinkronisasi antara jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran

sudah ditingkatkan sehingga tercapainya target secara keseluruhan.
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3.4. Capaian Kinerja Sub Kegiatan dan Anggaran

Capaian kinerja sub kegiatan dan anggaran merupakan analisis terhadap
realisasi target sub kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan Renja PD

tahun 2025 Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3. 4 Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan dan Anggaran

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

asi Kinerja dan

. . Realisasi Capaian Target Kinerja dan o cana .| Tingkat capaian Tingkat Capaian
X katorKinesAlpeog tany Kinerja Renstra Anggaran Renja Realisasi Capaian Kinerja |\ 0 oo, pe, AnggaranRenstra | oo o dan Realisasi Status Kinerja | Status Kinerja
o/ Kegiatan A dan Anggaran Renja PD perangkat daerah s/d o
No Sasaran < - perangkat daerah s.d. | PD Tahun berjalan yang - A Anggaran 2 Anggaran Renstra Renja2025 |Renstras/d 2025
kegiatan (output)/Sub Kegiatan 2 . A n m w yang Dievaluasi . tahun 2025 (Akhir Tahun
Toatont) Renja PD Tahun dievaluasi (2025) Renja PDTahun | 50 e e pD | Perangkat daerah s/d (SR,R, S, T, ST) | (SR,R,S, T, ST)
Ot Lalu (2024) (2025) 2025 (%) ESREZ) Th 2025 (%)
6 7 B 10 11 12a=8+9+10+11 12b=12a/7 X 100% 13=6+12a 14=13/5 X 100%
e 2 3 5 ¢ = Rp(000) || K| Re(000) Rp (000) | rewoo) | k.| recoon) Rp(000) | Rp (000) K | recooo) K | me R | K
Penyusunan Dokumen Jumiah Dokumen Perencanaan ) _ N )
1111 erncamean poramarat Dacrah _[Permngkat herah 8,000.00 2 8,000.00 1 5,709.70 1 P 7,940.47 | 100.00% 8 15940 | 26.67% | 37.95% st SR
Koordnasi dan  Penyusunan|Jumiah Dokumen RKA-SKPD dan
1112 Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasi Koordnasi 3,000.00 1 3,000.00 - - 2,804.66 1.00 2,804.66 | 100.00% 5805| 0.00% | 36.28% st SR
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordnasi dan Penyusunan Jumiah Dokumen Perubahan RKA-
Dokumen Perubahan RKA-SKPD [SKPD dan Laporan Hasi Koordnasi ) . ) ) ) ) . ) | oo ) | ooow | o00% - -
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD )
Koordnasi dan Penyusunan Jumiah Dokumen DPA-SKPD dan
1114 Dokumen DPA - SKPD Laporan Hasi Koordnasi 3,000.00 1 3,000.00 - 983.70 1 232,50 1 2,950.85 | 100.00% 590 | 0.00% | 37.25% st SR
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordnasi dan Penyusunan Jumiah Dokumen Perubahan DPA-
1115 Dokumen Perubahan DPA - |SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi 2,000.00 1 2,000.00 - 1,901.49 1 1,901.49 | 100.00% 3,901| 0.00% | 35.47% ST SR
SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD.
Koordnasi dan Penyusunan Jumiah Laporan Capaian Knerja
Laporan Capaian Kinerja dan ~ |dan Ikhtisar Realsasi Kinerja SKPD
1.1.1.6 [khtisar Realsasi Kinerja SKPD \dan Laporan Hasi Koordnasi 25,000.00 2 19,050.40 2,625.00 1 7,078.75 1 871.70 2 18,114.68 | 100.00% 43,115| 0.00% | 33.17% ST SR
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realsasi
Kineria SKPD
1117 Evaluasi Kierja Perangkat Daerah i‘;’;ﬁgk:%’;::ai“"“' Kinerja 65,000.00 4 34,108.71 1,350.00 - 2 20,036.97 4 33,962.20 | 100.00% 98,962 | 0.00% | 56.87% sT SR
1121 :‘;We‘j“” Gaji dan Tunjangan J‘;:“;Zg;:;ga::’é%”e"e"“a Gajil 3 3 4,600,000.00 | 32|  4,983,116.70 844,007.93 32| 1,029,562.35 32| 1,565101.28 1,082,818.84 32| 4,522,480.41 | 100.00% 67 9,122,480 | 191.43% | 41.45% ST ST
Pelksanaan Penataausahaan dan|Jumih_ Dokumen
Pengujan / Verfikasi Keuangan|Penatausahaan dan . . . ) ) ) . . o ) . . .
1122 JivieS neugbrVerfkod Keuangan 0 0.00% 0.00% | 0.00% SR SR
|skPD
Koordnasi  dan _Penyusunan|Jumiah Laporan Keuangan AKnF
Laporan Keuangan Akhir Tahun|Tahun SKPD dan Laporan Hasi 8,000.00 1 8,500.00 - - 8,326.83 1 8,326.83 | 100.00% 2 16,327 | 40.00% | 38.87% st SR
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengebiaan dan Penyapan Bahan|Jumah  Dokumen
1124 [Tanggapan Pemerksaan Bahan ~ Tanggapan = - - - - - - - 0 - | o0.00% - | 000% | 0.00% B3 R
dan Tindak Lanjut
Pemerksaan
Koordnasi _dan _Penyusunan|Jumiah Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Bulanan /|Buknan / Triuianan /
1125 [Triwulan / Semesteran Semesteran SKPD dan Laporan 8,000.00 1 8,500.00 - - - 8,071.46 1 8,071.46 | 100.00% 2 16,071| 40.00% | 38.27% st SR
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Buianan / Triwuianan /
SKPD
Penyusunan  Peporan  dan|Jumah  Dokumen Peiaporan
1126 lAnaiss  Prognoss  Reaksasijdan  Analis Prognosis Realsasi - - - - - - - 0 - | 0.00% - -| 000% | 0.00% SR SR
|Anggaran lAnggaran
Peningkatan Sarana dan Jumiah Unit Peningkatan Sarana
1131 Prasarana Dispin Pegavai dan Prasarana Dispin Pegavii - - - - - - - - | o00% - | 000% | 000% R R
Pengadaan Pekaian Dinas Beserta|Jumiah Paket Pakaan Dinas
1132 |Atrbut Kelengkapannya beserta Atrbut Kelengkapan 50,00000 | - - - - - - - | 0.00% - 50,000 0.00% | 111.11% SR SR
Pendataan  dan  Pengolhan|Jumiah Dokumen Pendataan
1.1.33 |Administrasi Kepegawaian dan Pengolahan Adminstrasi 5,000.00 1 5,000.00 - - 4,901.51 1.00 4,901.51 | 100.00% 2 9,902 | 40.00% 39.61% ST SR
Kepegavaian
Sosilasi Peraturan Perundang-[Jumah  Orang _yang
1134 undangan Mengkuti ~ Sosialsasi Peraturan - - - - . . . - | 000% - -| 000% | 0.00% SR SR
Perundang-Undangan
[Bmbingan Tekns Impementasi{Jumiah Orang yang Mengkut
1.1.35 Peraturan Perundang-undangan  (Bimbingan Teknis Implementasi 31,060.00 - - - - 0.00% 2 31,060 | 13.33% 14.12% SR SR
Peraturan Perundang-Undangan
Penyedaan Komponen Instabsiiumiah  Paket
1.1.4.1 Listrik / Penerangan Bangunan|Komponen Instakas Litric / 15,000.00 1 8,984.05 - - 1.00 - 1.00 8,978.79 | 100.00% 2 23,979| 8.00% | 68.51% ST SR
Kantor Penerangan  Bangunan  Kantor,
/ang Disediakan
1.1.4.2 Penyedaan Bahan Logstk Kantor \Jumiah  Paket Bahan Logistic 177,025.00 3 221,657.26 20,000.00 1| 30,814.75 1 92,082.62 3| 221,430.19 | 100.00% 4 398,455 | 26.67% | 159.38% ST SR
Kantor _yang Disedakan
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Penyedian Barang Cetakan dan|

Jumiah Paket Barang Cetakan dan

Terintegrasi Secara Elektronk

1143 yang Disediakan 5 100,000.00 165,954.00 1 13,356.47 - - 3,850.00 1 574980 | - 3,694.75 1 13,204.55 | 100.00% | 99.54% 2 179,249 | 40.00% | 179.25% st st SR ST
Penyedian Bahan Bacaan dan _|Jumiah Dokumen Bahan Bacaan
1.1.44 Peraturan Perundang-undangan  [dan Peraturan Perundang- - - - - - - - - - - - - - 0| - | 000% | 0.00% - | 0.00% | 0.00% SR SR SR SR
Undangan yang Disediakan
Penyeknggaraan RapatKoordnasi [Jumiah Laporan Penyelenggaraan
1145 ldan Konsutasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsutasi 5 900,000.00 350,000.00 1 160,161.00 56,872.40 32,258.47 1 825849 | - 60,768.50 1 160,157.86 | 100.00% | 100.00% 2 510,158 | 40.00% | 56.68% ST ST SR R
SKPD
Pengadaan  Kendaraan Dinas|Jumiah Unit Kendaraan Dinas
1.15.1 Operasional atau Lapangan (Operasional atau Lapangan yang 7 950,000.00 - - - - - - - | 000% | 0.00% - -| 000% | 0.00% SR SR SR SR
Disediakan
1152 Pengadaan Mebel :)“E'gf:k:"’n“t Mebelyang 3 30,000.00 200,000.00 - - - - - - 0.00% | 0.00% - 200,000 | 0.00% | 666.67% SR SR SR ST
Pengadaan Sarana dan Prasaranallumah Unk Sarana _dan
1153 (Cedung Kantor atau Bangunan|Prasarana Gedung Kantor atau 20 950,000.00 184,635.08 5 300,000.00 - - - 5 299,367.00 5.00 299,367.00 | 100.00% | 99.79% 5 484,002 | 25.00% | 50.95% ST ST SR R
Laiya Bangunan Lainnya yang
Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana|Jumiah Uni Sarana dan Prasarana
1.1.5.4 Pendukung Gedung Kantor atau|Pendukung Gedung Kantor atau 14 250,000.00 113,781.20 5 4,230.00 - 5| 4,230.00 - 5.00 4,230.00 | 100.00% | 100.00% 5 118,011 | 35.71% | 47.20% ST ST SR SR
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Disediakan
Penyedaan Jasa Surat Menyurat Jumah  Laporan  Penyedaan
1.16.1 Jasa  Surat Menyurat 5 25,000.00 3,000.00 1 5,000.00 - - 1 4,600.00 395.60 1 4,995.60 | 100.00% | 99.91% 2 7,99 | 40.00% | 31.98% st st SR SR
Penyedaan Jasa  KomunkasiJumih Laporan Penyedaan
1162 Sumber Daya Af dan Ltk [Jasa Komunkasi, Sumber Daya 5 640,000.00 258,158.00 1 212,887.98 49,281.04 28,665.47 1 69,617.53 49,262.63 1 196,826.67 | 100.00% | 92.46% 2 454,985 | 40.00% | 71.09% st st SR T
IAIr dan Listrk yang Disediakan
Penyedean  Jasa  Pelayanan|lumih Laporan Penyedaan
1163 Umum Kantor Jasa Pelyanan Umum Kantor 5| 1,530,000.00 340,760.00 1 343,410.00 81,600.00 30,830.00 1 112,660.00 118,320.00 1 343,410.00 | 100.00% | 100.00% 2 684,170 | 40.00% | 44.72% st st SR SR
/ang Disediakan
Penyedaan Jasa Pemelharaan, [Jumiah Kendaraan Perorangan
Bioya Pemelharaan dan Pajak  [Dinas atau Kendaraan Dinas
1.17.1 Kendaraan Perorangan Dinas [Jabatan yang Dipeliara dan 14 240,000.00 150,000.00 | 10 112,217.21 3 20,970.00 3 17,289.00 3 33,940.10 1 39,956.75 10.00 112,155.85 | 100.00% | 99.95% 10 262,156 | 71.43% | 109.23% st st T st
latau Kendaraan Dinas Jabatan  |dbayarkan Pajaknya
Jasa Jumiah Kendaraan Dinas
Boya Pemeiharaan dan Perizian|Operasional atau Lapangan yang
1172 Dinas atau  Kendaraan  Dinas|Dipeihara dan dibayarkan Pajak 14 26,900.00 4,00000 | 10 7,000.00 - - 10) 3,909.60 - 10.00 3,909.60 | 100.00% | 55.85% 10 7,910| 71.43% | 29.40% st st T SR
Operasional atau Lapangan dan Perzinannya
Pemelharaan  /  Rehabikas|Jumiah Gedung Kantor dan
1173 Gedung Kantor dan  Bangunan|Bangunan Lainnya yang 1 500,000.00 728,100.00 1 250,900.00 - - 1 102,685.20 147,830.50 1.00 250,515.70 | 100.00% | 99.85% 1 978,616 | 100.00% | 195.72% sT st st st
Dipelhara/Direhabitasi
Pemelharaan / Rehabitasi Sarana|Jumh Sarana dan Prasarana
1174 ldan Prasarana Gedung Kantor|Gedung Kantor atau Bangunan 2 75,000.00 15,000.00 | 10 38,000.00 - 10) 6,590.00 | - 30,737.10 10.00 37,327.10 | 100.00% | 98.23% 10 52,327 | 40.00% | 69.77% sT st SR T
latau Bangunan Lainnya Lainnya dipelhara/Direhabik
Pemelharaan / Rehabitasi SaranajJumiah  Sarana dan
1.17.5 dan  Prasarana Pendukung|Prasarana Pendukung Gedung 12 50,000.00 19,000.00 10 7,636.80 - - 10| 7,150.00 10.00 7,150.00 | 100.00% | 93.63% 10 26,150 | 83.33% | 52.30% ST ST T R
Gedung Kantor atau Bangunan|Kantor atau Bangunan Lainnya
a lyang Dipelihara / Direhabilt:
Penetapan _ Kebjakan Daerah|Jumkah Peraturan
Mengenai Pemebrian Fasikas /[Daerah/Provinsi dalam Pemberan
1.2.1.1 Insentf  dan  Kemudahan|Fasikas/Insentf ~dan 5 329,414.08 39,000.00 1 25,446.63 7,088.40 4,214.70 1 9,762.36 3,443.36 1 24,508.82 | 100.00% | 96.31% 1 63,509 | 20.00% | 19.28% sT sT SR SR
lodal Modal
Fasitasi Kemtraan yang diakukan|Jumih kegitan usaha dari pelku
1212 jokeh Pemerintah Kabupaten / - |usaha yang memperokeh fasitasi 50 321,166.73 100,000.00 1 25,168.77 - 6,232.50 1 11,882.90 6,326.60 1 24,442.00 | 100.00% | 97.11% 1 124,442 | 200% | 38.75% ST st SR SR
Kota yang diakukan okeh pemerintah
Kabupaten / Kota
Penyusunan  Rencana _Umum|Jumiah Peraturan _Daerah
1221 Penanaman Modal  daerah(Perda) Rencana Umum 5 520,000.00 128,166.00 1 30,019.50 - - - 1 29,403.78 1.00 29,403.78 | 100.00% | 97.95% 1 157,570 | 20.00% | 30.30% s s R R
Kabupaten / Kota nanaman  Modal
Daerah Kabupaten / Kota
Penyusunan  Peta  Potens|Jumbh dokumen Peta Potensi
investasi Kabupaten / Kota Investasi dan Peluang Usaha 50 570,000.00 230,000.00 1 55,678.90 11,225.00 6,370.00 1 7,912.72 26,654.02 1 52,161.74 | 100.00% | 93.68% 1 282,162| 2.00% | 49.50% st st SR SR
Pelksanaan Kegatan Promosi [Jumah  Dokumen Hasi
Penanaman Modal Daerah Kegatan  Promosi Penanaman 5| 516543069 3,462,198.40 3 243,381.23 1 13,257.50 1 27,206.90 1 76,864.91 114,558.93 3 231,888.24 | 100.00% | 95.28% 3 3,694,087 | 60.00% | 71.52% sT sT R T
Kabupaten /Kota Modal Kabupaten / Kota
Penyusunan Strategi Promosi [Jumbh Peraturan  Daerah
13.1.2 Penanaman Modal 'V,::gna:f:n"gawh’d:';;""s' 5 1,120,000.00 229,865.75 1 204,323.15 - 6,460.00 1 180,155.82 16,166.21 1 202,782.04 | 100.00% | 99.25% 1 432,648 | 20.00% | 38.63% ST ST SR SR
Kabupaten / Kota
Koordnasi dan Sngkronsasi |Jumiah Kegiatan Usaha dari Peikul
Penetapan Pemberin Fasitas / ~[Usaha yang Melakukan Koordinasi
14.1.1 [nsentf Daerah dan Snkronisasi Penetapan 2 190,000.00 60,000.00 1 44,643.30 3,645.00 - 1 23,068.69 16,481.07 1 43,194.76 | 100.00% | 96.76% 1 103,195 4.00% | 54.31% st st SR R
Pemberian Fasitas/ Insentf yang
menjadi kevenangan kabupaten
ta
Penyedaan Pelayanan Perizinan _|Jumiah Pelku Usaha yang
Berusaha Mealui Sistem Mendapatkan Peiayanan Perznan
Perizinan Berusaha Berbasis Risko|Berusaha Melali Sitem Periziian
14.12 Terintegrasi Secara Bektronk |Berusaha Berbasis Risko 5000 1,773,031.02 180,000.00 | 4500 120,283.47 1000 29,850.90 1000 18,471.23 | 1500 39,276.80 | 1,000 32,271.94 4500| 119,870.86 | 100.00% | 99.66% | 4,500 299,871| 90.00% | 16.91% ST ST T SR
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y Gan | Jumiah Peny
Hambatan yang dhadapi Peiaku ~[Permasalahan dan Hambatan
15.1.1 Usaha dakm mercasasian  |yang Dihadapi Pelaku Usaha 2 520,726.01 13241600 15 78,340.11 - 5 9,365.00 5 27,790.42 5 40,795.31 15 77,950.73 | 100.00% | 99.50% 15 210367 60.00% | 40.40% s s R R
kegiatan usahanya dalam Merealsaskan Kegiatan
Usahanya
Bimbingan Tekns kepada Peiaku | Jumiah Peku Usaha _yang
Usaha Mendapatkan Bmbingan tekns /
Sosialsasi Implementasi Perizian
1512 Berusaha Berbasis Risko dan 250 825,000.00 326859.00 | 160 112,321.20 50| 5,100.00 50 1067000 50 3580.10 | 10 60,071.93 160 111,732.03 | 100.00% | 99.48% 160 440,591 | 64.00% | 53.40% s s R R
Pengawasan Perizian Berusaha
Berbasis Risko
Pengawasan Penanaman Modal | Jumah Kegatan Usaha dari
Peiaku Usaha yang Tekh Dianalsa
dan Diverifasi Data, Profi dan
1.5.13 ;ZELTEEEE:;?;:;T dari 50 830,000.00 224,831.00 15 151,710.00 5 8,055.00 5| 4,230.00 5| 40,041.11 98,013.24 15 151,239.35 | 100.00% | 99.69% 15 376,070 | 30.00% | 45.31% ST ST SR SR
Lapangan ; serta Diakukan
Evaluasi Peniaian Kepatuhan
Peaksanaan Perizinan Berusaha
Pengelohan, Penyajan dan Jumih Data dan Informasi
Pemanfaatan Data dan Informasi |Perizinan Berbasis Sistem
16.1.1 Perizian Berbass Setem Pelayanan Periznan Berusaha 5 725,242.00 140,000.00 2 74,344.90 21,872.00 1 7,805.00 1 23,181.37 21,315.67 2 74,174.04 | 100.00% | 99.77% 2 214,174 | 40.00% | 29.53% ST ST SR SR
Petayanan Perizinan Berusaha  [Terintegrasi Secara Ekkironk
Teritegrasi Secara Eektronk  |yang Diokah, Diji dan
Dir
Rata-rata Capaian Kinerja SUBKEGIATAN (%) 76.60% 73.96%| [ 3032% 60.45%)| ST ST SR R
‘ Predikat Kinerja SUBKEGIATAN ST ST SR R ST ST ST ST

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya )

Keterangan: Sangat Tinggi (ST); Tinggi (T); Sedang (S); Rendah (R); Sangat Rendah (SR)
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Sub kegiatan Renja PD terdiri dari 47 (Empat Puluh Tujuh). Rata-rata capaian
kinerja sub kegiatan Renja, yaitu sebesar 76,60% dengan predikat kinerja Sangat
Tinggi (ST). Sementara tingkat rata-rata penyerapan anggarannya 73,96%.
Sebagian besar sub kegiatan sudah memiliki capaian kinerja baik, yaitu dengan
capaian kinerja 100% dengan penyerapan anggaran yang maksimal. Sedangkan
sub kegiatan yang kinerjanya belum optimal, yaitu sebanyak 11 sub kinerja,
dengan pencapaian kinerja 0,00%, karena adanya pergeseran anggaran ke sub
kegiatan yang lebih membutuhkan anggaran.
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BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

PENCAPAIAN KINERJA

Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja merupakan

analisis terhadap kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian kienerja.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub

kegiatan beserta penyerapan anggaran Renja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada Triwulan VI Tahun

2025 di atas, ditemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat yang

berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, sebagai berikut:

4.1. Faktor Pendorong

4.2.

a.

Adanya Regulasi yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha sebagai pedoman dalam melaksanakan pendampingan

pelayanan perizinan di daerah (Perpres, Permen, Perda dan Perbup);

Pelayanan Perizinan sudah melalui Sistem / Aplikasi (OSS), SIMBG

dan si Cantik;

Adanya Koordinasi antar OPD dan Instansi Vertikal dalam

penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;

Penyampaian Promosi potensi investasi daerah untuk para investor

berupa kajian potensi dan pemetaan potensi, sebaran dan daya saing;

SDM yang Kompeten (telah mengikuti Bimtek dan bersertifikat serta

mempunyai jenjang Pendidikan rata-rata S1).

Faktor Penghambat

a.

b.

Fasilitas Internet yang belum Maksimal di beberapa Kecamatan;

Terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal dan Pendampingan pelayanan perizinan berusaha;

Pelaku Usaha dan UMKM banyak yang belum mengenal Izin Usha
secara Elektronik;

Belum Sinkronnya regulasi yang dikeluarkan Pusat dengan regulasi
yang ada di Daerah terkait masih belum sempurnanya system dan

tumpang tindih kewenangan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK
LANJUT

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan
menghambat tercapainya target kinerja sasaran, program, kegiatan, sub
kegiatan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

a. Pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP pada Triwulan IV
Tahun 2025 secara umum telah berjalan baik, dengan sebagian besar

program memperoleh predikat kinerja “Sangat Tinggi (ST)”

b. Dibutuhkan upaya percepatan , penguatan kelembagaan, serta
pembenahan sistem dan regulasi, agar pelaksanaan program/kegiatan
dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, khususnya dalam

mendukung peningkatan iklim investasi daerah.

c. Diperlukan langkah-langkah strategis dan operasional untuk
mempercepat realisasi fisik dan anggaran pada Triwulan 1V, serta

meningkatkan kualitas capaian kinerja program secara menyeluruh.

5.2. Rekomendasi Tindak lanjut

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun rekomendasi yang dirumuskan

dan perlu ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja PD, yaitu sebagai berikut

a. Meningkatkan realisasi fisik kegiatan melalui penjadwalan ulang dan
percepatan pelaksanaan, khususnya bagi kegiatan yang belum

menunjukkan capaian optimal.

b. Memperkuat infrastruktur penunjang, terutama akses internet dan sarana
operasional pelayanan/pengawasan, dengan berkoordinasi bersama
perangkat daerah terkait.

c. Meningkatkan literasi digital pelaku usaha/UMKM melalui pelatihan,
sosialisasi, dan pendampingan intensif terhadap penggunaan sistem OSS

dan aplikasi perizinan lainnya.

d. Mendorong harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah, dengan
melakukan advokasi regulasi dan penyesuaian kewenangan secara

bertahap, guna mengurangi hambatan implementatif.
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e. Memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi berkala, untuk memastikan

akurasi data kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.
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LAMPIRAN

Target Renstra I N - Realisasi Kinerja Pada Triwulan N Realisasi Kinerja dan - -
Indikator Kinerja Program perangkat daerah Rx? Ils_as:‘(‘aprlan T:rgethe;]a@an Realisasi Capaian Kinerja Kiﬁn_gk:tc;pall?n " Anggaran Renstra KiT'".gk::c;w'F" : Status Kineri Status Kineri
Program/Kegiatan/Sub (outcomes)/ Kegiatan pada Tahun 2026 nerja Renstra nggaran Renja dan Anggaran Renja PD nerja dan Realisasi perangkat daerah s/d nerja dan Realisasi . 's Kinerja ‘s Kinerja
No Sasaran Kegi . . " perangkat daerah s.d. | PD Tahun berjalan yang . . Anggaran N Anggaran Renstra Penjelasan Renja 2025  |Renstras/d 2025
egiatan (output)/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra . " " 1 his m v yang Dievaluasi . tahun 2025 (Akhir Tahun
Renja PD Tahun dievaluasi Renja PD Tahun " perangkat daerah s/d (SR,R,S, T,ST) | (SR,R,S, T,ST)
(output) perangkat) Lalu (2024) (2025) (2025) 2025 (%) Pelaksanaan Renja PD Th 2025 (%)
daerah) Tahun 2025)
5 6 7 B 9 10 i1 12a=8+9+10+11 | 12b=12a/7 X 100% 13=6+12a 14=13/5 X100% 7 18
8 2 = 3 = 4 1k Rp(000) K Rp (000) K.| Rp(000) K | Rp(ooo) | K Rp(000) K.| Rp(000) K Rp(000) | K .| Rp(000) K | Rp .| K| Rp(0o0) .| K | Rp - 0 K Rp .| K| Rp.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SR_| SR | SR | SR
BIDANG PENANAMAN MODAL 1,203,145.17 1,307,602.52 2,553,914.65 2,655,602.48 - | 7,720,264.81 | 0.00% | 0.00% - 7,720,265 | 0.00% | 0.00% SR_| SR | SR | SR
i Peningkatan Niai Realisasi R R R R
Investasi PMDN / PMA
PENUNJANG jang urusan
11 URUSAN PEMERINTAHAN  |Pemerintahan yang terpenuhi | 100 | 29,731,900.00 | 85 | 7,532,473.28 | 85 | 6,759,716.59 | 18.17 | 1,079,606.37 | 26.61 | 1,191,272.20 | 55.60| 2,031,952.49 | 3996 | 2,057,749.08 | 140.34 | 6,258,814.17 |165.10% | 92.59% | 113 | 13,791,287 [112.67% | 46.39% ST | sT | sT | sR
DAERAH KABUPATEN/KOTA _|sesuai standar
111 dan Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi | 50 | 389 009,00 | 100 | 106,000.00 | 100 |  69,159.11 9.00 307500 | 18.18| 1377245 | 4s4s|  24,088.87 | 27.27|  25,847.31 100 |  67,683.34 | 100% | 97.87% | 100 173,683 | 100.00% | 44.65% st | st | sT | s
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
yang terpenuhi
1111 Penyusunan Dokumen Jumiah Dolumen Perencanaan 30 42,000.00 6 8,000.00 2 8,000.00 - 1 5,700.70 1 2,230.77 - 2 7,940.47 | 100.00% | 99.26% 8 15940 26.67% | 37.95% ST ST R R
Perencanaan Perangkat Daerah _[Perangkat Daerah
Koordinasi  dan  Penyusunan|Jumiah Dokumen RKA-SKPD dan
1112 Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasi Koordinasi 5 16,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 - - -] 100 2,804.66 1.00 2,804.66 | 100.00% | 93.49% 5805 0.00% | 36.28% T st R R
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Dokumen Perubahan RKA-
1113 Dokumen Perubahan RKA-SKPD |SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi| . . ~ ~ . . . . . . ~ ~ . . . 0.00% 0.00% . - 0.00% 0.00% SR SR SR SR
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Koordnasi dan Penyusunan  [Jumiah Dokumen DPA-SKPD dan
1114 Dokumen DPA - SKPD Laporan Hasi Koordinasi 5 16,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 - 983.70 1 1,743.65 232.50 1 2,950.85 | 100.00% | 98.66% 590| 0.00% | 37.25% T st R R
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Dokumen Perubahan DPA-
1115 okumen Perubahan DPA - |SKPD dan Laporan Hasi Koordnasi| g 11,0000 1 200000 1 2,000.00 . . -] 100 1,901.49 1 1,901.49 | 100.00% | 95.07% 3901| 0.00% | 35.47% S| 5| R |
SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
Koordnasi dan Penyusunan [Jumiah Laporan Capaian Kierja
Laporan Capaian Kinerja dan ~ [dan Ikhtisar Realsasi Kinerja SKPD
1116 ikt RealsasiKneria SKPD - |dan Laporan Hasi Koordnasi 30 13000000 6 5,000 2 19,050.40 2,625.00 1 7,0%8.75 1 7,5%.3 87170 ) 18,1468 | 100.00% | 95.09% B115| 000% | 33.17% S| st | R | R
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realsasi
Kinerja SKPD
1117 [Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jp‘;r::gk;pg;z;"“‘as' Kinerja 2 17400000 4 6500000 4 34,108.71 1 1,350.00 . b 12,5523 100 20,036.97 4 33,062.20 | 100.00% | 99.57% 98962| 0.00% | 56.87% s st R R
i i Pelaporan
112 pOketDeSEeh pitss) 100 | 22,094,000.00 | 100 | 4,616,000.00 | 100 | 5,000,116.70 9412 844,907.93 | 94.12 | 1,029,562.35 | 9412 1,565,191.28 | 100 | 1,099,217.13 | 100.00 | 4,522,480.41 |100.00% | 90.45% | 100 9,138,480 | 100.00% | 41.36% ST | sT | sT | sR
Modal dan Pelayanan terpadu
Satu Pintu
1121 Penyedaan Gaji dan Tunjangan é‘;’:?’;:}?;;g!;’é%”e"em Gl 35| 201000000| 35| 460000000| 32| 498311670 2| 84490793 2| 10956235 32 156519128 | 32| 108281884 3| 452248041 | 100.00% | 90.76% 1% 9,122,480 | 191.43% | 41.45% T st ST R
Peiksanaan Penataausahiaan danJumiah Dokumen
Pengujan / Verfikasi-Keuangan|Penatausahaan dan
1122 iy PenauforiVerics) Keuangan - - - - - - - - - - - - - - 0 - | 000% | 0.00% - | 0.00% | 0.00% R R R R
sxeD
Koordinasi  dan  Penyusunan|Jumiah Laporan Keuangan Akhir
1123 2poran Keuangan Akl Tahun Tahun SKPD dan Laporan Hasi 5 20000 1 800000 1 8,500.00 . . . . 1 8326.83 1 8326.83 | 100.00% | 97.96% 2 16327| 40.00% | 38.87% L I S I Y
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengeloban dan Penyiapan Bahan|lumiah  Dokumen
Tanggapan Pemerksaan Bahan  Tanggapan
1124 nggapa oomoricaan dangg‘:dakLanj " - - - - - - - - - - - - - - 0 - | 000% | 0.00% - | 0.00% | 0.00% SR SR SR SR
Pemeriksaan
Koordinasi  dan  Penyusunan|Jumiah Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Bulanan /|Bulanan / Triwulanan /
1125 Trivuian / Semesteran (Semesteran SKPD dan Laporan 5 2,0000| 1 8000.00| 1 8,500.00 - - B . 1 8,071.46 1 8,071.46 | 100.00% | 94.96% 2 16,071 | 40.00% | 38.27% S| st | R |
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan / Triauianan /
|Semesteran SKPD
Penyusunan  Pelaporan  danfJumish Dokumen Pelaporan
1.1.26 Analisis Prognosis Realisasildan  Analisis Prognoss Realsasi - .- .- - .- - - - - - .- .- .- - 0 - 0.00% 0.00% .- - 0.00% 0.00% SR SR SR SR
|Anggaran |Anggaran
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Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Kantor atau Bangunan Lainnya
/ang Dipelihara / Direhabitasi

113 Daerah 100 | 697,000.00 | 100 86,060.00 | 100 5,000.00 - - - 100 4,901.51 100 4,901.51 | 100% | 98.03% | 100 90,962 | 100.00% | 13.05% ST ST ST SR
Perangkat Daerah
Penngkatan Sarana dan Jumieh Unt Peningkatan Sarana N N " )
1131 Prasarana Dspln Pegavii dan prasarana Dispin Pegawal 2 7,00000 [ - - - - - - - - - - - | o0o0% | 0.00% - -| 000% | 0.00% SR SR SR SR
Pengadaan Pekaan Dinas BesertalJumah Paket Pakaan Dinas
1132 IAtrbt Kelengkapannya beserta Atrbut Kelengkapan 2 45,00000 [ - 50,000.00 | - - - - - - - - - | o0o0% | 0.00% - 50,000 0.00% | 111.11% SR SR SR st
Pendataan  dan  Pengoahan|Jumah Dokumen Pendataan
1.1.3.3 |Administrasi Kepegawaian lan Pengolahan Administrasi 5 25,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 - - - - 1 4,901.51 1.00 4,901.51 | 100.00% | 98.03% 2 9,902 | 40.00% 39.61% ST ST SR SR
Kepegavaian
Sosilasi Peraturan Perundang-[Jumah _ Orang
undangan Mengkuti ~ Sosilsasi Peraturan 10 400,00000 | - - - - - - - - - - - | 000% | 0.00% - -| 000% | 0.00% SR SR SR SR
Perundang-ndangan
|Bimbingan Teknis Jumiah Orang yang Mengkuti
1135 Peraturan Perundang-undangan |Bmbingan Teknis Implementasi 15 220,000.00 2 31,060.00 - - - - - - | 000% | 0.00% 2 31,060 | 13.33% | 14.12% SR SR SR SR
Peraturan Perundang-Undangan
114 gkat Daerah inistrasi Umum| 100 | 1,285,000.00 | 100 [ 707,979.00 | 100 | 404,158.78 |  16.67 78,872.40 | 16.67 66,923.22 | 6667| 101,519.91 | - 156,545.87 | 100.00 |  403,861.40 |100.00% | 99.93% | 100 1,111,840 | 100.00% | 86.52% sT sT sT T
Perangkat Daerah
Penyedaan Komponen Instabsilumah Paket
1141 strk / Penerangan. Bangunan Komponen - InstalasiLetrk/ | 55 35,000.00 1 15,000.00 1 8,984.05 - - - 1.00 8,978.79 - 1.00 8,978.79 | 100.00% | 99.94% 2 23,979| 8.00% | 68.51% st st SR T
antor Penerangan  Bangunan  Kantor
ang Disediakan
1.1.42 Penyedaan Bahan Logistk Kantor f(‘;’;‘:; v"::gtbsaez',":k’;"wgs"‘ 15 250,000.00 1 177,025.00 3 221,657.26 20,000.00 30,814.75 1 78,532.83 | - 92,082.62 3 221,430.19 | 100.00% | 99.90% 4 398,455 | 26.67% | 159.38% st st SR st
Penyedian Barang Cetakan dan|Jumiah Paket Barang Cetakan dan
yang Disediakan 5 100,000.00 1 165,954.00 1 13,356.47 - - 3,850.00 1 574980 | - 3,694.75 1 13,2045 | 100.00% | 99.54% 2 179,249 | 40.00% | 179.25% st ST SR ST
Penyedaan Bahan Bacaan dan _|Jumiah Dokumen Bahan Bacaan
1144 Peraturan Perundang-undangan  |dan Peraturan Perundang- - - - - - - - - - - - - - - 0 - | o00% | 0.00% - -| 000% | 0.00% R R R ES
Undangan yang Disedakan
Penyelenggaraan RapatKoordnasi |Jumiah Laporan Penyelenggaraan
1145 ldan Konsutasi SKPD Rapat Koordiasi dan Konsutasi 5 900,000.00 1 350,000.00 1 160,161.00 58,872.40 32,258.47 1 825849 | - 60,768.50 1 160,157.86 | 100.00% | 100.00% 2 510,158 | 40.00% | 56.68% st st R R
SkPD
gadaan Barang M g
115 D“"'.'Pe“':)"a’:'r':h”"‘“" Bararg ""'ukrr::;“" 100 | 2,180,000.00 | 100 | 498,416.28 | 100 | 304,230.00 - 50.00 4,230.00 - 5000 |  299,367.00 100 | 303,597.00 | 100% | 99.79% | 100 802,013 |100.00% | 36.79% sT sT sT SR
Daerah
Pengadaan  Kendaraan _ Dinas|Jumiah Unit Kendaraan Dinas
1151 Operasional atau Lapangan (Operasbnal atau Lapangan yang 7 950,000.00 - - - - - - - | o00% | 0.00% - -| 000% | 0.00% SR SR SR SR
DEedikan
Pengadaan Mebel f)“s'g?:k:k"‘t Mebel yang 3 30,000.00 200,000.00 - - - - - - | 000% | 000% - 200,000 | 0.00% | 666.67% R SR SR st
Pengadaan Sarana dan PrasaranalJumah Uit Sarana _dan
1153 Gedung Kantor atau Bangunan|Prasarana - Gedung Kantor atau 20 950,000.00 184,635.08 5 300,000.00 - - - 5 299,367.00 5.00 299,367.00 | 100.00% | 99.79% 5 484,002 | 25.00% | 50.95% ST ST SR R
Lanya Bangunan Lannya yang
Deedikan
Pengadaan Sarana dan Prasarana|Jumlah Unft Sarana dan Prasarana
1154 Pendukung Gedung Kantor atau|Pendukung Gedung Kantor atau 14 250,000.00 113,781.20 5 4,230.00 5| 4,230.00 - 5.00 4,230.00 | 100.00% | 100.00% 5 118,011 | 35.71% | 47.20% ST ST SR SR
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Diedikan
Jasa Jasa
116 Urusan Pemerintah Daerah | Penunjang Urusan 100 | 2,195,000.00 | 100 | 601,918.00 | 100 | 561,297.98 - 130,881.04 - 59,495.47 | 100| 186,877.53 | - 167,978.23 100 | 54523228 | 100% | 97.14% | 100 1,147,150 | 100.00% | 52.26% sT sT sT R
Pemerintah Daerah
Penyedaan Jasa Surat Menyurat [Jumah  Laporan Penyedean
1161 Jasa  Surat Menyurat 5 25,000.00 1 3,000.00 1 5,000.00 - - 1 4,600.00 395.60 1 4,995.60 | 100.00% | 99.91% 2 7,99 | 40.00% | 31.98% st st SR SR
Penyedaan Jasa KomunkasiJumanh Laporan Penyedaan
1.16.2 Sumber Daya A¥ dan Listrk  |Jasa Komunkasi, Sumber Daya 5 640,000.00 1 256,158.00 1 212,887.98 49,281.04 28,665.47 1 69,617.53 49,262.63 1 196,826.67 | 100.00% | 92.46% 2 454,985 | 40.00% | 71.09% st st SR T
Ar dan Listrk yang Disediakan
Penyedaan  Jasa  Pelyanan|Jumah Laporan Penyedaan
1163 Umum Kantor Jasa  Pelayanan Umum Kantor 5| 1,530,000.00 1 340,760.00 1 343,410.00 81,600.00 30,830.00 1 112,660.00 118,320.00 1 343,410.00 | 100.00% | 100.00% 2 684,170 | 40.00% | 44.72% st st SR SR
ang Disediakan
i Barang _Milik|
1.1.7 PaerahjResninangiL Saan| Batans "'“l';r':::f“ 100 | 891,900.00 | 100 | 916,100.00 | 100 | 415,754.01 7.32 20,970.00 | 7.32 17,289.00 | 8293 | 154,274.90 | 2.44 | 303,892.03 100 | 411,058.25 | 100% | 98.87% | 100 1,327,158 | 100.00% | 148.80% ST ST ST ST
njang
Pemerintah Daerah
Penyedian Jasa Pemelharaan, |Jumiah Kendaraan Perorangan
Biaya Pemelharaan dan Pajak  |Dinas atau Kendaraan Dinas
117.1 Kendaraan Perorangan Dinas  |Jabatan yang Dipelihara dan 14 240,000.00 150,000.00 | 10 112,217.21 20,970.00 3 17,289.00 3 33,940.10 1 39,956.75 10.00 112,155.85 | 100.00% | 99.95% 10 262,156 | 71.43% | 109.23% st st T ST
atau Kendaraan Dinas Jabatan  |dbayarkan Pajaknya
Jesa Jumizh Kendaraan Dinas
Biaya Pemelharaan dan Perznan|Operasional atau Lapangan yang
117.2 Dnas atau Kendaraan Dinas|Dipeihara dan dbayarkan Pajak 14 26,900.00 4,000.00| 10 7,000.00 - - 10) 3,909.60 - 10.00 3,000.60 | 100.00% | 55.85% 10 7,910 71.43% | 29.40% st st T R
Operasional atau Lapangan dan Perzinannya
Pemeinaraan /  RehabitasiJumiah Gedung Kantor dan
1.17.3 Gedung Kantor dan Bangunan|Bangunan Lainnya yang 1 500,000.00 728,100.00 1 250,900.00 - - 1 102,685.20 147,830.50 1.00 250,515.70 | 100.00% | 99.85% 1 978,616 | 100.00% | 195.72% st st st st
Lannya Dipelhara/Direhabitasi
Pemeiharaan / Rehabitasi Sarana|Jumah Sarana dan Prasarana
117.4 dan Prasarana Gedung Kantor|Gedung Kantor atau Bangunan 2 75,000.00 15,000.00| 10 38,000.00 - - 10) 65900 - 30,737.10 10.00 37,327.10 | 100.00% | 98.23% 10 52,327 | 40.00% | 69.77% st st SR T
atau Bangunan Lainnya Lainnya dpelhara/Diehabitasi
Pemeiharaan / Rehabitasi Sarana Jumah ~ Sarana  dan
dan  Prasarana  Pendukung|Prasarana  Pendulung Gedung 12 50,000.00 19,000.00 10 7,636.80 - - 10| 7,150.00 10.00 7,150.00 | 100.00% | 93.63% 10 26,150 | 83.33% | 52.30% ST ST T R
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PENGEMBANGAN IKLIM

Persentase Peraturan tentang|

Lintas daerah

1.2 MODAL stasiyang| 100 | 1,740,580.81 | 100 | 497,166.00 | 100 | 136,313.80 - 18,313.40 - 16,817.20 75|  29,557.98 | 2500 65,827.76 100 130,516.34 | 100% | 95.75% | 100 627,682 | 100% | 36.06% sT sT sT SR
disahkan
Fasilitas / Insentif Di Bidang|Pemberian Fasilitas / Insentif
121 Penanaman  Modal Yang|di Bidang Penanaman Modal | 100 |  650,580.81 | 100 | 139,000.00 [ 100 50,615.40 - 7,088.40 - 10,447.20 | 100 21,645.26 | - 9,769.96 100|  48,950.82 | 100% | 96.71% | 100 187,951 | 100.00% | 28.89% sT sT sT SR
Menjadi Kewenangan Daerah|
/ Kota
Penetapan  Kebjakan _Daerah|Jumiah Peraturan
Mengenai Pemebrian Fasikas /[Daerah/Provinsi dalam Pemberan
1.2.1.1 Insentf  dan  Kemudahan|Fasikas/Insentf dan 5 329,414.08 39,000.00 1 25,446.63 7,088.40 4,214.70 1 9,762.36 3,443.36 1 24,508.82 | 100.00% | 96.31% 1 63,509 | 20.00% | 19.28% sT st SR SR
Modal Modal
Fasitasi Kemitraan yang diakukan|Jumiah kegitan usaha dari pelku
12.1.2 okh Pemerintah Kabupaten / - |usaha yang memperokeh fasitasi 50 321,166.73 100,000.00 1 25,168.77 - 6,232.50 1 11,882.90 6,326.60 1 24,442.00 | 100.00% | 97.11% 1 124,442 | 2.00% | 38.75% ST ST SR SR
Kota ang diakukan okeh pemerintah
Kabupaten / Kota
Peta Potensi Peta
1.2.2 2 ! " 100 | 1,090,000.00 | 100 | 358,166.00 | 100 85,698.40 - 11,225.00 - 6,370.00 50 7,912.72 | 50 56,057.80 100 81,565.52 | 100% | 95.18% | 100 439,732 | 100.00% | 40.34% ST ST ST SR
Investasi Kota __|Potensi Investasi
Penyusunan  Rencana Umum|lumkh Peraturan Daerah
penanaman = Modal  daerah(Perda) Rencana Umum 5 520,000.00 128,166.00 1 30,019.50 - - - 1 29,403.78 1.00 29,403.78 | 100.00% | 97.95% 1 157,570 | 20.00% | 30.30% ST st SR SR
Kabupaten / Kota nanaman  Modal
Daerah Kabupaten / Kota
y Peta  PotensiJumah dokumen Peta Potensi
1222 investasi Kabupaten / Kota Investasi dan  Peluang Usaha 50 570,000.00 230,000.00 1 55,678.90 11,225.00 6,370.00 1 7,912.72 26,654.02 1 52,161.74 | 100.00% | 93.68% 1 282,162| 200% | 49.50% sT sT SR SR
Rt Ce A NAL] Persentase Peningkatan
13 Ropiil kerjasama Promosi Investasi | 100 | 6,285,430.69 | 100 | 3,692,064.15 | 100 | 447,704.37 25|  13,257.50 25|  33,666.90 | 50 | 257,020.73 | - 130,725.15 100| 434,670.28 | 100% | 97.09% | 100 4,126,734 | 100% | 65.66% ST ST ST T
antar Perangkat Daerah
Promosi
131 Refanan oI ang e ] 100 | 6,285,430.69 | 100 | 3,692,064.15 | 100 | 447,704.37 25|  13,257.50 25|  33,666.90 50| 257,020.73 | - 130,725.15 100 | 434,670.28 | 100% | 97.09% | 100 4,126,734 | 100.00% | 65.66% ST ST ST T
Menjadi Kewenangan Daerah
/ Kota
Peaksanaan Kegatan Promosi _[Juman _Dokumen _Hasi
13.1.1 Penanaman Modal Daerah Kegiatan Promosi Penanaman 5| 516543069 3,462,198.40 3 243,381.23 1 13,257.50 1 27,206.90 1 76,864.91 114,558.93 3 231,888.24 | 100.00% | 95.28% 3 3,694,087 | 60.00% | 7152% st st R T
Kabupaten /Kota Modal Kabupaten / Kota
Penyusunan Strategi Promosi _ [Jumlah  Peraturan  Daerah
1.3.1.2 Penanaman Modal ‘;::gna’x:n"@“‘;zgl"“s' 5 1,120,000.00 229,865.75 1 204,323.15 - 6,460.00 1 180,155.82 16,166.21 1 202,782.04 | 100.00% | 99.25% 1 432,648 | 20.00% | 38.63% sT ST SR SR
Kabupaten / Kota
PELAYANAN PENANAMAN | Persentase Kepuasan antara
14 MODAL masyarakat dengan 100 | 3,988,831.02 | 100 | 660,000.00 | 100 | 382,256.67 9.59 56,940.90 | 9.59 33,776.23 | 4284 108,480.45 | 37.98 | 180,204.33 100 | 379,401.90 | 100% | 99.25% | 100 1,039,402 | 100% | 26.06% ST ST ST SR
y Modal
izi Non y
nSecara Terpadu | Perizinan dan Non Perizinan
141 i:;:;m‘:;‘o:’;"fam oL T 100 | 3,988,831.02 | 100 | 660,000.00 | 100 | 382,256.67 9.59|  56,940.90 9.59|  33,776.23 | 42.84| 108,480.45 | 37.98| 180,204.33 100 | 379,401.90 | 100% | 99.25% | 100 1,039,402 [ 100.00% | 26.06% sT sT sT SR
Menjadi Kewenangan Daerah
/ Kota
Koordinasi dan Singkronsasi _[Jumiah Kegiatan Usaha dari Peaku|
Penetapan Pemberian Fasikas / ~[Usaha yang Melakukan Koordiasi
1.4.1.1 Insentf Daerah dan Sikronisasi Penetapan 25 190,000.00 60,000.00 1] 44,643.30 3,645.00 - 1 23,068.69 16,481.07 1 43,194.76 | 100.00% | 96.76% 1 103,195 | 4.00% 54.31% ST ST SR R
Pemberian Fasitas/Insentf yang
menjadi kewenangan kabupaten
Lot
Penyedaan Pelayanan Perzinan |Jumiah Pelku Usaha yang
Berusaha Meblui Sstem Mendapatkan Pelayanan Perznan
Perizinan Berusaha Berbasis Risko Berusaha Melalui Sktem Perznan
14.1.2 Terntegrasi Secara Ektronk |Berusaha Berbass Risko 5000 1,773,031.02 180,000.00 | 4500 120,283.47 1000 29,850.90 1000 18,471.23 | 1500 39,276.80 | 1,000 32,271.94 4500| 119,870.86 | 100.00% | 99.66% | 4,500 299,871| 90.00% | 16.91% sT st T SR
Teritegrasi Secara Eektronk
Penyedian dan Pengebkan |Jumia Pelaku Usaha yang
Layanan Konsukasi Periziian | Memperokeh Layanan Konsukasi
Berusaha Berbasis Risko Perizinan Berusaha meiki Sitem
Perizinan Berusaha Berbask Risko | 25 795,800.00 170,000.00 | 6000) 56,682.50 - - 3000 17,519.97 | 3,000 40,472.26 6000) 57,992.23 | 100.00% | 98.82% | 6,000 227,992 | 24000.00% | 28.65% st st ST SR
Teritegrasi secara Elektronk
Pemantauan, anass, evaluasi |Jumiah Kegatan Usaha yang
dan pelporan dbidang perizinan - [Mendapat Pemantauan, analss,
berusaha berbasis resko levaluasi dan pelaporan di Bidang
perizinan Berusaha Berbass Riko | 50 1,230,000.00 250,000.00 3 158,647.40 10 23,445.00 10 15,305.00 10) 2861500 | - 90,979.05 30 158,344.05 | 100.00% | 99.81% 30 408,344 | 60.00% | 33.20% st st R SR
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PENGENDALIAN 1.Persentase Metode dan
15 PELAKSANAAN PENANAMAN |Sistem Perhitungan PMAdan | 100 | 2,175,726.01 | 100 | 686,106.00 | 100 | 342,371.31 | 28.95 13,155.00 | 31.58 24,265.00 | 3158 | 103,721.63 | 7.89 | 199,780.49 100 | 340,922.11 | 100% | 99.58% | 100 1,027,028 [ 100% | 47.20% ST sT sT SR
MODAL PMDN yang i
2. Persentase Peningkatan
Perusahaan yang melaporkan R R
LKPM secara Berkala 100 100
151 2 hiodal v ang 100 | 2,175,726.01 | 100 | 686,106.00 | 100 | 342,371.31 | 28.95 13,155.00 | 31.58 24,265.00 | 3158 | 103,721.63 | 7.89 | 199,780.49 100 | 340,922.11 | 100% | 99.58% | 100 1,027,028 | 100.00% | 47.20% sT sT ST SR
Menjadi Kewenangan Daerah |Modal
/ Kota
dan leh Peny
Hambatan yang dhadapi Peloku ~[Permasalahan dan Hambatan
15.1.1 Usaha dalam merealisaskan  |yang Dihadapi Pelaku Usaha 2 520,726.01 132,41600 | 15 78,340.11 - 5 9,365.00 5 27,790.42 5 40,795.31 15 77,950.73 | 100.00% | 99.50% 15 210,367 | 60.00% | 40.40% ST sT R SR
kegatan usahanya dalam Merealsaskan Kegiatan
Usahanya
Bimbingan Tekns kepada Pelaku | Jumih  Pebku Usaha  yang
Usaha Mendapatkan Bimbingan teknis /
Sosialsasi Implementasi Periznan
1.5.1.2 Berusaha Berbasis Risko dan 250 825,000.00 328,859.00 | 160 112,321.20 50 5,100.00 50 10,670.00 50| 358910 | 10 60,071.93 160 111,732.03 | 100.00% | 99.48% 160 440,591 | 64.00% | 53.40% st ST R R
Pengaviasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risko
Pengawasan Penanaman Modal | Jumiah Kegiatan Usaha dari
Pelaku Usaha yang Tekh Dianaisa
ldan Diverfikasi Data, Profi dan
1.5.1.3 !P"e::ms‘ Kegatan Usaha dari 50 830,000.00 22483100 | 15 151,710.00 5 8,055.00 5 4,230.00 5 40,041.11 98,913.24 15, 151,239.35 | 100.00% | 99.69% 15 376,070 | 30.00% | 45.31% st ST SR SR
u Diakukan Inspeksi
Lapangan ; serta Diakukan
Evaluasi Peniaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha
PENGELOLAAN DATADAN | Persentase Keterpaduan
SISTEM INFORMAST antara Pengelolaan Data dan B B o o "
1.6 PENANAMAN MODAL e o Ponaraman | 100 [ 725,242.00 | 100 |  140,000.00 | 100 74,344.90 21,872.00 | 50.00 7,805.00 | 50.00 23,181.37 21,315.67 100\  74,174.04 | 100% | 99.77% | 100 214,174 | 100% | 29.53% ST sT sT SR
Modal
Pengelolaan Data dan Persentase Pengelolaan Data
Informasi Perizinan dan Non |dan Informasi Perizinan dan
1.6.1 penizinanieng Tesintegseat|Non Resisinan yany 100 [ 725242.00 [ 100 [ 140,000.00 | 100 74,344.90 - 21,872.00 | 50.00 7,805.00 | 50.00 23,181.37 | - 21,315.67 100 74,174.04 | 100% | 99.77% 100 214,174 | 100.00% | 29.53% ST ST ST SR
Pada Tingkat Daerah terintegrasi pada tingkat
/ Kota Daerah Kabupaten / Kota
Pengelohan, Penyajan dan Jumiah Data dan Informasi
Pemanfaatan Data dan Informasi [Periznan Berbasis Sstem
1.6.1.1 Perizinan Berbasks Sestem Pelayanian Perizinan Berusaha 5 725,242.00 140,000.00 2 74,344.90 21,872.00 1} 7,805.00 1 23,181.37 21,315.67 p) 74,174.04 | 100.00% | 99.77% 2 214,174 | 40.00% | 29.53% ST ST SR SR
Pelayanan Perizinan Berusaha  [Terintegrasi Secara Ektronk
Terintegrasi Secara Ekktronk  |yang Dioh, Dkaji dan
D
Rata-rata Capaian Kinerja PROGRAM (%) | 110.85%| 97.34% 102.11%]| 41.82% ST ST ST SR
Predikat Kinerja PROGRAI ST 5 SR ST ST ST sT
Rata-rata Capaian Kinerja KEGIATAN (%) | 100.00%| 96.57% 100.00%] 46.40% ST ST ST SR
Predikat Kinerja KEGIATAN ST 5 5 SR ST ST ST ST
Rata-rata Capaian Kinerja SUBKEGIATAN (% 6.60%| _ 73.96% 30.32%| _ 60.45%) ST ST SR R
Predkat Kinerja SUBKEGIATAN | ST ST SR R ST ST ST ST
Rata-rata Capaian Kinerja KESELURUHAN | 95.82%]| 89.29%) 77.48%)| 49.55% ST ST T SR
Predikat Kinerja KESELURUHAN | ST ST T SR ST ST ST sT
[ | SR SR SR SR
Faktor Pendorong keberhasilan kineria 2
2
[Fakior Penghambat pencapaian kineria
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam T ivulan berikunya )
Tindak Lanjutyang diperlukan dalam Renja SKPD berkunya )
*) Dsi okh Kepaa BAPPEDA
Disusun i Dievaluasi di
Kelapang, 31 Desember 2025 Ketapang, 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kepala Bappeda
Kabupaten Ketapang

Kabunaten ketanang
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